BAB V
PENUTUP
5.1 Kesimpulan
1. Berdasarkan Implementasi Keputusan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum
Penyelenggaraan Pelayanan Publik di kantor Kecamatan Kepanjen
secara keseluruhan terhadap pelaksanaan standar pelayanan publik
belum dapat terimplementasi dengan baik dan masih mengalami
banyak kendala dalam penerapannya. Hal ini dapat ditinjau dari 6
indikator standar pelayanan publik dalam pelaksanaan kebijakan
program mesin ADM vyaitu meliputi, Pada prosedur pelayanan yang
sudah ditetapkan pada kantor Kecamatan Kepanjen telah berdasarkan
SOP pelayanan program. Namun untuk SOP khusus mesin ADM
sendiri memang belum ada, jadi selama ini dalam pelaksanaannya
masih berlandaskan keputusan Dispendukcapil Kabupaten Malang
tentang Penyusunan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan sejak
tahun 2020. Ditambah lagi prosedur pelayanan dengan menggunakan
program mesin ADM tersebut kurang disebarluasakan ke masyarakat
sehingga masih banyak masyarakat yang kebingungan dan akhirnya
enggan menggunakan mesin  ADM. Dari segi waktu pelayanan
sebenarnya tergantung pada tahap antrean pengajuan data ke pusat.
Sedangkan untuk proses cetak dokumen adminduk di mesin ADM
hanya membutuhkan kurang lebih 1,5 menit. Begitu pula dengan biaya

pelayanan kantor Kecamatan Kepanjen sudah menerapkan sesuai
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan pasal 79A menyatakan bahwa pengurusan dan
penerbitan dokumen kependudukan tidak dipungut biaya alias gratis.
Untuk produk pelayanan bahwa terdapat kejelasan jenis produk
pelayanan kantor Kecamatan Kepanjen. Produk pelayanan yang dapat
dicetak dengan menggunakan mesin ADM berupa beberapa dokumen
adminduk seperti KK, KIA, Kartu kelahiran, Kartu kematian dan KTP
keping. Namun dari hasil laporan percetakan dokumen adminduk per bulan
Januari 2023 di kantor Kecamatan Kepanjen menunjukkan hanya ada 6

dokumen adminduk dalam jenis Kartu Keluarga saja yang tercetak melalui

mesin ADM. Terkait sarana dan prasarana dari mesin ADM sendiri
sudah cukup memadai. Namun kendalanya terdapat pada fasilitas di

kantor Kecamatan Kepanjen yang belum sesuai dengan SOP
pelayanan, seperti tidak tersediannya genset, Nomor antrian dan loket
komplain. Pernyataan tersebut selaras dengan masih banyak
masyarakat yang mengeluh tentang ketersediaan sarana dan prasarana
pada kantor Kecamatan Kepanjen. Terakhir pada aspek kompetensi
petugas pemberi pelayanan, menurut penjelasan yang diperoleh dari
hasil wawancara dengan masyarakat setempat sebagai pengguna
layanan menyatakan bahwa petugas atau operator dukcapil/SIAK
memberikan pelayanan dengan tanggap akan keluhan masyarakat,
adanya kehandalan memperoses pengajuan permohonan baik dari
keahlian teknologi maupun secara manual. Namun masih perlu adanya
petugas penanggung jawab khusus pelayanan melalui mesin ADM.

Dengan tujuan untuk mencegah adanya ketimpangan jumlah pemohon
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dengan petugas pada proses pelayanan. Oleh karena itu penulis dapat
menyimpulkan bahwa dalam penyelenggaraan adminduk dengan
menggunakan mesin ADM di kantor Kecamatan Kepanjen belum
dapat dikatakan efektif.

Pada faktor keberhasilan  kelembagaan bahwa pemimpin
Dispendukcapil Kabupaten Malang mempunyai andil besar dalam
pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat, namun pada pengoperasian
mesin ADM, ADB dan operator setiap kecamatan yang mempunyai
andil paling banyak. Standar Operasional Prosedur (SOP) mesin ADM
sendiri masih berlandaskan keputusan Dispendukcapil Kabupaten
Malang tentang Penyusunan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan
sejak tahun 2020. Mengenai pengoperasian mesin ADM dapat diakses
di media sosial resmi Kecamatan Kepanjen, namun unggahan
informasi mengenai mesin ADM sudah lama tidak update sehingga
sudah tertimbun dengan postingan lainnya. Berikutnya pada faktor
keberhasilan organisasi, pengorganisasian belum dilaksanakan dengan
baik, dengan minimnya sosialisasi program baik melalui media sosial
atau secara tatap muka seperti penyelenggaraan Rakor (Rapat
Koordinasi) serta kurangnya evaluasi dan teknisi pengecekan dari
pusat ke setiap kecamatan pengadaan mesin ADM. Masalah
selanjutnya datang dari kurangnya pengetahuan teknologi dari
masyarakat. Dari pada aspek anggaran tidak terdapat kendala, tetapi
pada pelaksanaannya masih terkendala biaya listrik dan jaringan yang

sering eror. Karena pada pengoperasian mesin ADM membutuhkan
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daya yang cukup tinggi dan setiap anggaran masing-masing kecamatan
juga berbeda. Dan terakhir pada faktor keberhasilan teknologi, mesin
ADM vyang terletak di kantor Kecamatan Kepanjen ini dinilai masih
sering mengalami gangguan pada server yang berasal dari pusat
(Ditjen Dispendukcapil Republik Indonesia). Ditambah terkendalanya
jaringan VPN dari kominfo pusat ke daerah. Dengan adanya beberapa
kendala yang ada dari analisis penelitian menggunakan tiga faktor
keberhasilan e-government oleh Hafid (2017) dapat di tarik upaya-
upaya apa yang harus dilakukan oleh pemerintahan Kecamatan
Kepanjen sebagai solusi dalam kelancaran jalannya pelayanan
menggunakan mesin  ADM berupa Melakukan pengoptimalan
sosialisasi, Pelatihan BIMTEK dan Pengadaan evaluasi rutin sebagai
upaya strategi pemerintah dalam mewujudkan optimalisasi e-
government melalui mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) dalam
penyelenggaraan administrasi kependudukan di kantor Kecamatan
Kepanjen Kabupaten Malang.
5.2 Saran

1. Peneliti berharap birokrat Kecamatan Kepanjen dapat lebih
memaksimalkan lagi pelayanan terhadap penyelenggaraan kebijakan
mesin ADM. Mengingat masyarakat banyak yang belum memahami
kepengurusan adminduk berbasis elektronik tersebut, maka memang
hal utama yang harus dilakukan adalah upaya sosialisasi yang lebih
meluas kepada masyarakat, karena sosialisasi masuk dalam indikator

keberhasilan dalam implementasi suatu kebijakan. Apabila sosialisasi
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dilakukan secara tidak merata maka pengetahuan masyarakat terhadap
prosedur pelayanan melalui mesin ADM ini akan sangat terbatas. Serta
dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa keabsahan
datanya terjamin, sehingga masyarakat tidak perlu ragu dalam
mengurus administrasi kependudukan secara online. Maka dari itu
dirasa perlu memilih satu penanggung jawab untuk mengarahkan
pengurusan dokumen adminduk melalui mesin ADM. Atau bisa
dialihkan langsung pada Kepala Seksi Pelayanan Publik dan
anggotanya, namun dengan catatan harus paham dan menguasai terkait
alur mekanisme pelayanannya. Dengan tujuan untuk mencegah adanya
ketimpangan jumlah pemohon dengan petugas pada proses pelayanan
melalui mesin ADM di kantor Kecamatan Kepanjen. Serta lebih
diperhatikannya lagi sarana dan prasarana yang dirasa masih kurang
optimal dengan menitik fokuskan pada prioritas program dan sasaran
pelayanan.

Berdasarkan hasil temuan di kantor Kecamatan Kepanjen, bahwa
masih adanya ketidakmaksimalan pada pelayanan mesin ADM.
Sehingga mesin ADM ini belum dapat beroperasi secara maksimal
dalam melayani masyarakat untuk mencetak dokumen kependudukan.
Peneliti mempunyai beberapa saran yang dapat digunakan oleh
pemerintah Kecamatan Kepanjen dalam rangka mengembangkan
inovasi mesin ADM agar dapat mengoptimalkan penyelenggaraan

pelayanan publik, yaitu sebagai berikut :



a)

b)

d)

f)
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Berupaya dalam pelaksanaan sosialisasi secara lebih maksimal
kepada masyarakat terkait prosedur penggunaan mesin ADM
yang sesuai dengan Standar Operasional Prosedur pelayanan.
Baik secara offline dan online dengan mengunggah kembali
informasi mengenai mesin ADM di media sosial agar tidak
tertimbun dengan unggahan lain.

Melakukan perekrutan staff pada bagian mesin ADM
Mengusulkan kepada Dispendukcapil Kabupaten Malang agar
mengadakan evaluasi rutin mengenai mesin ADM. Sekiranya
dispendukcapil dapat memperbaiki kekurangan yang masih
dimiliki baik dari hubungan antar jaringan maupun error
system dan;

Pengadaan pelatihan BIMTEK dalam meningkatkan sumber
daya manusia agar pegawai lebih berkualitas dan mampu
memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.
Khususnya terkait pengoperasian mesin ADM ini.

Perlu adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus yang
mencakup ketentuan aturan pengadaan dan prosedur kebijakan
program mesin ADM yang sudah ter-standardisasi

Serta memperbaiki sarana dan prasarana agar pelayanan bisa

berjalan secara optimal.
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